BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
dapat ditarik simpulan bahwa kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
sudah baik, dimana capaian yang baik pada kualitas dan kuantitas kerja dalam
memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan rancangan standar
pelayanan minimal. Kemudian aspek yang cukup baik yakni kemandirian dan
efektivitas yang terlihat dari kemampuan pegawai yang mampu untuk
memberikan pelayanan meskipun dengan keadaan fasilitas yang masih belum
memadai. Sementara aspek yang kurang baik yakni ketepatan waktu dan
komitmen pegawai Kantor Kecamatan Sipatana yang masih belum sesuai
dengan kriteria sikap dan integritas dalam pelayanan sehingga masih perlunya
peran aktif Camat dalam upaya optimalisasi pegawai dalam proses dan hasil

terbaik untuk pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas,
maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pentingnya Kantor Kecamatan Sipatana untuk meningkatkan mutu pelayanan,
agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan disarankan untuk

membuat standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM),
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standar operasional prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan
petunjuk teknis (Juknis). Kemudian konsisten dengan strategi yang dibuat agar
capaian terhadap visi dan misi kantor kecamatan dapat diwujudkan, serta
dapat menerapkan Reward dan Punnishment bagi pegawai yang bertugas
dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
Untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan, disarankan
aparat kecamatan dapat mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi aturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem PATEN, bahkan
melakukan studi banding ke daerah / kabupaten/ kota/ provinsi, yang dalam
pelaksanaan pelayanan kecamatan sudah baik dan maju serta memenuhi
harapan yang dibutuhkan masyarakat. Dapat memperbaiki dan memenuhi
sarana prasarana dalam kemudahan pelayanan disarankan menyediakan
gedung dan ruang pelayanan yang memenuhi standar pelayanan terpadu dan
menyederhanakan mekanisme prosedur untuk semua jenis layanan perizinan
maupun non perizinan.

Pentingnya pemerintah Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo melakukan upaya
penguatan komitmen dari pegawai pelaksana pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN) dimana melakukan Kkegiatan bimbingan dalam
menumbuhkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan
spiritual agar seluruh proses dan hasil kerja dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan harapan serta target dalam pelayanan di tingkat kecamatan.
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